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A. Kebijakan Kerjasama Pertahanan 

Perdamaian dunia merupakan isu penting dalam upaya 

pencapaian keamanan dan ketentraman manusia dalam suatu 

negara.  Pada tanggal 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-

Bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia tersebut, 

telah melakukan penandatanganan piagam yang dilakukan oleh 

mayoritas negara anggota, termasuk lima anggota tetap Dewan 

Keamanan. Stabilitas, baik di kawasan atau wilayah tertentu 

maupun internasional atau seluruh dunia, merupakan 

kepentingan bersama bagi negara-negara di dunia maupun di 

kawasan tersebut.  

Salah satu elemen yang turut berpengaruh terhadap 

berbagai upaya perdamaian dan stabilitas baik kawasan 

maupun internasional yaitu kemampuan suatu bangsa atau 

kekuatan secara nasional dalam memanfaatkan segala aspek 

sumberdaya yang dimiliki.  Untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepentingan nasional, setiap negara perlu menjalin hubungan 

kerja sama dengan negara lain termasuk bidang pertahanan agar 

tujuan nasional dapat terpenuhi. 

Kerja sama pertahanan telah banyak dilakukan oleh 

hampir negara-negara di seluruh dunia.   Berbagai bentuk kerja 

sama pertahanan secara multilateral telah banyak dilakukan 

oleh negara-negara di dunia, seperti SEATO (South East 

Asia Treaty Organization), ANZUS (Australia, New Zeland, and 

United States),  NATO (North Atlantic Treaty Organization), 

PENDAHULUAN 
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A. Gap Kebijakan Pertahanan 

Pembahasan untuk menganalisis implikasi kebijakan 

KPIT perlu dilakukan secara komprehensif, agar hasil penelitian 

benar-benar menggambarkan kondisi yang mendekati 

sebenarnya. Untuk itu, maka diperlukan tinjauan pustaka 

sebagai landasan agar pemecahan masalah dan rekomendasi 

yang dihasilkan bisa diaplikasikan dengan tepat. Review 

penelitian sebelumnya dilakukan agar peneliti dapat melihat 

sebuah gap peta penelitian yang dilakukan. Sangat banyak para 

peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian dalam 

kebijakan kerja sama pertahanan. Meski demikian, peneliti 

mencoba memberikan analisis terhadap hasil penelitian yang 

benar-benar sangat terkait dengan penelitian ini. 

Seperti halnya Riqiang (2011), yang telah melakukan 

penelitian tentang Global Missile Defense Cooperation and Tiongkok. 

Dalam penelitiannya, Riqiang bertujuan untuk menganalisis 

kerja sama pertahanan rudal balistik (Ballistic Missile Defense, 

BMD) antara AS-Rusia dan dampaknya terhadap keamanan 

strategis Tiongkok. Riqiang (2011) membahas kerja sama BMD 

AS-Rusia, diikuti dengan diskusi dari kemungkinan kerja sama 

Tiongkok-AS dan analisis potensi biaya dan manfaat. 

Selanjutnya, Riqiang (2011) menganalisis kerja sama BMD antara 

Amerika Serikat dan sekutu Asia dan dampak potensialnya 

terhadap Tiongkok. Indikator dan variabel yang digunakan 

yaitu hubungan AS dengan sekutunya di Eropa dan Asia serta 

analisis negara-negara tertentu sebagai ancaman seperti 

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN 

KERJASAMA 

PERTAHANAN 
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A. Kebijakan Kerja Sama Pertahanan Indonesia 

Melaksanakan kerja sama pertahanan, pada dasarnya 

bertujuan untuk terpenuhinya tujuan dan kepentingan nasional, 

khususnya bidang pertahanan, stabilitas kawasan, dan 

perdamaian dunia. Hal ini sebagaimana disampaikan Swastanto 

(2015:3), bahwa:  

´ kerja sama pertahanan, baik dalam kerangka bilateral 

maupun multilateral memiliki tujuan untuk memastikan 

tercapainya tujuan pertahanan dan terpenuhinya 

kepentingan nasional, memenuhi kebutuhan 

pembangunan kemampuan pertahanan, bersama-sama 

mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran 

kawasan dan memberikan kontribusi aktif dalam menjaga 

SHUGDPDLDQ�GDQ�VWDELOLWDV�LQWHUQDVLRQDO�µ 

Kerja sama pertahanan dengan negara lain merupakan 

bagian dari hubungan luar negeri Indonesia yang 

diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri. Hal ini sesuai 

dengan UU Nomor 37 Tahun 1999 tanggal 8 Januari 2002 tentang 

KXEXQJDQ� OXDU� QHJHUL� SDVDO� �� D\DW� �� EDKZD� ´KXEXQJDQ� /XDU�

Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, 

peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta 

NHELDVDDQ� LQWHUQDVLRQDO�µ� .HZHQDQJDQ� SHQ\HOHQJJDUDDQ� NHUMD�

sama pertahanan, berada di tangan Presiden. Namun demikian, 

Presiden dapat menunjuk pejabat bidang pertahanan untuk 

menyelenggarakan Kerja sama bidang pertahanan. Hal ini sesuai 

dengan UU Nomor 37 Tahun 1999 pasal 7 ayat 1 bahwa 

KEBIJAKAN KERJA SAMA 

PERTAHANAN 

INDONESIA-TIONGKOK 

2007 
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A. Tindakan Regulatif 

1. Aturan Pelaksanaan  

Sebagaimana yang disampaikan Dunn (2003:514) 

bahwa tindakan regulatif yaitu tindakan yang dirancang 

untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur 

tertentu seperti Badan Pengendali atau Badan Pengawas. 

Disini nampak betapa pentingnya keberadaan standar atau 

prosedur yang harus dipatuhi agar tindakan kebijakan 

menjadi efektif. Dengan demikian, untuk melaksanakan 

setiap kegiatan, agar keluaran yang dihasilkan sesuai yang 

diinginkan, diperlukan aturan dalam bentuk prosedur pada 

proses pelaksanaannya. 

Standar atau prosedur yang digunakan sebagai aturan 

dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama pertahanan 

Indonesia Tiongkok telah dibuat dengan baik. Setiap 

kegiatan yang dilaksanakan semuanya didukung dengan 

aturan pelaksanaan yang memadai. Kondisi ini didasarkan 

hasil wawancara dengan para informan yang menyatakan 

bahwa telah ada aturan pelaksanaan dalam kegiatan kerja 

sama dengan Tiongkok. Secara garis besar, aturan 

pelaksanaan tersebut ada yang dalam bentuk tertulis 

maupun tidak tertulis. 

Aturan pelaksanaan dalam bentuk tertulis, ada 

beberapa macam yaitu pertama, bentuk kebijakan yang 

merupakan aturan bidang kerja sama pertahanan untuk 

tingkat nasional, yang ditetapkan melalui keputusan menteri 

IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN KPIT 

TAHUN 2007 
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A. Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Individu dan Satuan 

1. Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Individu  

Manfaat hasil kerja sama Pertahanan dengan Tiongkok 

terhadap kesiagaan militer Indonesia dicapai melalui 

beberapa tahap sebagaimana disampaikan Cole dan Parston 

(2006:21). Pertama, kesiagaan individu atau manfaat yang 

diterima secara individu pelaku sebagai initial outcomes, yang 

merupakan manfaat awal bagi para pelaku kegiatan KPIT. 

Kedua, kesiagaan satuan atau manfaat yang diterima satuan 

sebagai intermediate outcomes, merupakan manfaat jangka 

menengah yang diterima TNI. Ketiga, kesiagaan militer atau 

manfaat yang diterima TNI secara institusi sebagai long-term 

outcomes, merupakan manfaat jangka panjang yang diterima 

militer Indonesia secara keseluruhan. 

Manfaat KPIT bagi kesiagaan individu, dianalisis 

berdasarkan persepsi para responden setelah mengikuti 

kegiatan kerja sama dengan Tiongkok dan pernyataan para 

pelaksana serta para pakar baik melalui wawancara maupun 

FGD. Sesuai yang disampaikan Morgenthau (2010:157), 

analisis dilakukan terhadap indikator penguasaan teknologi 

alutsista, strategi kepemimpinan militer dan kapasitas 

personel militer. Oleh karena KPIT diimplementasikan dalam 

lima kegiatan, maka analisis dilakukan terhadap setiap 

indikator terkait kegiatan yang dilaksanakan. 

Pertama, manfaat KPIT bagi kesiagaan individu 

indikator penguasaan teknologi militer dilakukan analisis 

IMPLIKASI KEBIJAKAN 

KPIT TERHADAP 

KESIAGAAN MILITER DI 

INDONESIA 
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A. Peran Kondisi Lingkungan Terhadap Implementasi KPIT 

1. Peran Elite Politik Terhadap Implementasi KPIT 

Peran kondisi lingkungan terhadap implementasi 

KPIT dan kesiagaan militer di Indonesia dianalisis terhadap 

keseluruhan indikator yang terkait dengan ke tiga variabel. 

Kesiagaan militer dilakukan analisis terhadap penguasaan 

teknologi alutsista, strategi kepemimpinan militer dan 

kapasitas personel militer. Implementasi KPIT dianalisis 

berdasarkan macam kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

naskah persetujuan (2007), yaitu pertukaran informasi 

kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, pertukaran 

informasi data ilmiah dan teknologi, kerjasama industri 

pertahanan, dan kegiatan latihan militer bersama.  

Sebagaimana van Meter dan van Horn (1975:471), 

analisis kondisi lingkungan dilakukan terhadap peran dan 

dukungan yang diberikan oleh para elite politik terhadap 

peran dan dukungan pimpinan satuan, terhadap peran dan 

dukungan anggaran, serta terhadap peran dan dukungan 

dari para partisipan baik pelaku mapun pengelola kegiatan. 

Dengan demikian, analisis akan dilakukan terhadap ke 

empat kondisi lingkungan tersebut berkaitan dengan 

perannya dalam implementasi kegiatan KPIT dan 

peningkatan kesiagaan militer di Indonesia. 

Pertama, analisis dilakukan terhadap peran dan 

dukungan yang diberikan para elite politik terhadap kegiatan 

pertukaran informasi kelembagaan dalam pelaksanaan KPIT 

PERAN KONDISI LINGKUNGAN 

TERHADAP IMPLEMENTASI KPIT 

DAN KESIAGAAN MILITER DI 

INDONESIA 
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Kesimpulan pertama, program kebijakan kegiatan KPIT yang 

di tanda tangani tahun 2007 telah dilaksanakan sesuai yang 

direncanakan. Pemerintah telah berkomitmen dalam 

mengimplementasikan kegiatan KPIT melalui dua tindakan. 

Pertama, telah dilakukan tindakan regulatif. Hal ini terbukti dengan 

telah dibuatnya aturan-aturan pelaksanaan kegiatan, seperti 

petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, standard operating procedures 

maupun prosedur tetap (protap). Aturan-aturan yang ada tersebut 

telah disosialisasikan dengan baik kepada seluruh personel yang 

terkait, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pelaku kegiatan 

kerjasama pertahanan Indonesia dengan Tiongkok. Pelaksanaan 

kegiatan telah dilakukan pengendalian secara baik, untuk 

disesuaikan dengan aturan yang ada. Para pejabat yang terkait 

dengan kegiatan, dipastikan telah melakukan pengontrolan dan 

pengawasan dengan baik, seperti dari Kemhan, Mabes TNI, Pejabat 

Satuan sampai Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. 

Kedua, telah dilakukan tindakan alokatif. Hal ini 

dikarenakan telah dilakukan penunjukan pejabat yang mengelola 

kegiatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Tiongkok. 

Pada tingkat Kemenhan, telah dilaksanakan secara fungsional oleh 

Direktorat Kerjasama Internasional. Pada tingkat Satuan telah 

ditunjuk berbagai pejabat yang terkait langsung dengan kegiatan, 

seperti dari Staf Operasi Mabes TNI dan Staf Operasi Satuan. 

Selanjutnya, telah dilakukan penyusunan program dan anggaran 

dengan baik melalui APBN. Program yang akan dilaksanakan telah 

disusun berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

PENUTUP 
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